&
o PUTUSAN &
X Nomor 201/5/2023/PT.%¢)§Q.JKT
N)

<V DEMI KEADILAN BERDASARKAN/{QS%UHANAN YANG MAHA ESA

N N
QO PENGADILAN TINGGI TAg@C'USAHA NEGARA JAKARTA

QA &\é
memeriksa, memutus perka@ata usaha negara dalam tingkat bandin%y%

dengan acara biasa yangcgi?elenggarakan secara elektronik melalui Sist@é)
Informasi Pengadilar’@l%lah menjatuhkan putusan sebagai berik%@lam
perkara antara : As <X
DJUNATAN @ﬁAMBUDI, Kewarganegaraan Indonesia, '\[_@%pat Tinggal
Jalaﬂgﬂ?ebak Indah Utara 2-4 Surabaya, Pekerjaan W?r“aswasta; Dalam
hAl ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus t%@gal 10 Oktober 2022,
Ve memberikan kuasa kepada : va‘e
oY 1.Prof.Dr.H.Sunarno Edy Wibowa, S.I\—gc}ﬂ.Hum.;
2. Tejo Hariono, S.Pd., S.H.,M.H.;v@V‘
o 3. Roefianto, S.H.; o C
% 4. Irsadul Ibad, S.H.; /\\%@
?% 5. Jaya Putrayadi, S.H.;@ @
N4 \4
& 6. H.A.llham Eddy,é}@l.; Oé)
Q,é Semuanya @’@rganegaraan Indonesia, Pekerjaan é@okat/
Penasehakv{;lukum dari Kantor Advokat dan PengacarQVWIBOWO &
PARTNEQ~ beralamat kantor di Jl.Rungkut Barat X[l_/& Surabaya,

don{@ﬁelektronik Teddvharionoadvokat@qmail.co@y

@gébut sebagai Pembanding/semula Peng%@%;
Q

&
?\g\v% Lawan Q‘v

?s
vQCOMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI M ?JSIA REPUBLIK INDONESIA,

s Tempat berkedudukan di Jalan I—KR*/.\Rasuna Said Kav 6- 7 Kuningan
N\
Jakarta Selatan; @O (9(
A\ . \é A
Q Dalam hal ini berdasarl@'?\ Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH- Q
0\\/?* HH.05.01-91, tanggabthovember 2022 memberikan kuasa kepad%\\y
1. Ir. Razilu, M.Si\QECAE : <l

Q/é
2. Kurniawan T@Iaumbanua, S.H.,M.Hum; R
\s \o
& &
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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N 3. Nova Susanti, S.H.; é((/
4. I[rma Setio Pratiwi, S.H; %?‘
5. Atik Rachmi Kunhandayani, S.Ko@;\)M.Si.;
6. Augustiawan Muhammad, S.I—\Fﬁv
7. Noviana Setyaningtyas K\%@C?H.;
8. Gema Permana Rahr&gn, S.H,; §
9. Hardi Nurcahyo, Sd; QY
&v 10. Hanif Nur Kholj@éhv,s.H.; S
Q((/ 11. Rizky Aditya®Pratama, S.H.; Q((/
Kesemuaayg kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Peggamai Negeri
Sipil a Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektu{;&?~ Kementerian
Huj&rm dan Hak Asasi Manusia Republik Indqg@gia, beralamat di
Qﬁ’gian H.R.Rasuna Said Kav 6-7 Kuninga&é&vlzarta Selatan, domisili
QY elektronik litigasimerek123@gmail.com; \2\?‘

?\
\)@ Disebut sebagai Terbanding Ilsemulq)(?ergugat;

?\
<X dan &é

o PT. PROFILIA INDOTECH, suatu bzga\n hukum berdasarkan hukum Negara @C

Republik Indonesia, be Keﬁudukan di Jalan Mayjend Sungkono, %/\\%
0\\, komplek Dramo ParlQ,Y blok IV-A, No. 12 A-14, Surabaya ya%g,v

(9?‘ didirikan berdasegggh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemeg@?g
Saham Luar Biﬁg’a Perseroan Terbatas PT. Profilia Indotech Nﬁ(fﬁor 5
tanggal Sggptember 2019 yang dibuat oleh dan dihadapQg{?Wimphry
Suwi%@g, S.H., Notaris di Surabaya yang telgﬁ-vmendapatkan
P%mesahan berdasarkan Keputusan Menteri I—&kum dan Hak Asasi

éﬂ%nusia Republik Indonesia Nomor AHU-OQQ&lG.AH.Ol.OZ.TAHUN
\2\?‘ 2019 tanggal 7 September 2019 tentaé:m Persetujuan Perubahan
059? Anggaran Dasar Perseroan Terbatas @?Isrofilia Indotech;
<% Dalam hal ini diwakili olek/l\v ie Suy Hong Anita Biana,

OO\ Kewarganegaraan Indonesia,&e\kerjaan Direktur PT. Profilia Indotech, O(
«\é alamat Kencanasari Barat@-g, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, «\é
Kota Surabaya,; \\F‘é Q\\?‘é
o Dalam hal ini asarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2§23
memberikan kl{é’s‘a kepada : <2(<’é

Q:g?“ Q,}V
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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<& <&
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VB ?}
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& _ 2
v 1. Dr. Uus Mulyaharja, S.H., M.H., M.Kn.,S\ ;
05)?‘ 2. Merine Harie Saputri, S.H.; %?‘
e 3. Steven Samuel, S.H., M.Kn; Vel
S S
S 4. Desy Rumuy Astuti, S.H.,M.Kh
& < S
&\é 5. Kevin Lumentut, S.H., M. @) %
D 6. Rivaldo Marcelino, S. I%M H; g
N3 7. Astrid Cornelia Wofgh Wagung, S.H.*); g
O N
({/&9 Semuanya kew@negaraan Indonesia, Pekerjaan Advokag(gén
Q Advokat magaﬂg*) beralamat di Menara IGS Jalan Emboﬂg Gayam
No. 17 Sl@gaya domisili elektronik lumentut@mmp. IaV\Q.
Dlsebsts@ﬁ‘sebagal Terbanding ll/semula Tergugat I lgy‘ﬁrvenm
?\
O|§8?1gad|lan Tinggi Tata Usaha Negara tersebu&v~
%Q/Membaca surat-surat yang bersangkutan ﬁgﬁg merupakan bagian
\»ﬁ\ak terpisahkan dari putusan ini; 6?12\
&VQ DUDUK PER@A%A
O\&v Memperhatikan dan menerlma\'kgadaan keadaan mengenai duduk
& \éo perkara ini seperti tertera dalan/:‘&ltusan Pengadilan Tata Usaha Negara /\\%0
§ Jakarta Nomor 390/G/2022/PT\NN JKT., tanggal 8 Mei 2023 yang amarn)ég\
VO\\/ berbunyi sebagai berikut: §\ VQ
O O O
& S MENGADILI S
< DALAM PENUNDAAN: <
* Menolak Pgﬁxohonan Penundaan oleh Penggugat; vgf\v
DALAM %@EPSI' 3
. Me ima eksepsi Tergugat dan Tergugat Ilqﬁ‘ntervenﬂ tentang
é?mpeten& Absolut dan Pengadilan Tata Usah@cNegara Jakarta tidak
\2\? berwenang untuk memeriksa dan mengadlmrkara a quo;
Qfov DALAM POKOK PERKARA: 0‘9
&?'SV 1. Menyatakan Gugatan Penggugat T@( Diterima;
o 2. Menghukum Penggugat mefpbayar biaya perkara sejumlah C
«\éo Rp. 409.000,00 (empat ratugss\embllan ribu rupiah); «\ée
\F‘é Bahwa putusan Peng@‘&nan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor@
N
0?9 390/G/2022/PTUN.JKT. ter@but diucapkan dalam persidangan yang terbq;@a
Q@é untuk umum secara e!zeg?ronlk melalui Sistem Informasi Pengadilan %@3 hari
\s \g
& &
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Se@ﬁ tanggal 8 Mei 2023 dengan dlhad|§;. secara elektronik oleh
Oga”embandmg dan Terbanding | serta TerbandlsgVI ;
<% Bahwa Pembanding telah meng%jdkan permohonan banding secara
o elektronik melalui Sistem Informasi @engadllan pada tanggal 11 Mei 2023 (
sesuai Akta Permohonan Bandm\gé Nomor 390/G/2022/PTUN.JKT tanggal &\é
@ 11 Mei 2023 agar diperiksa daﬁlputus dalam pengadilan tingkat banding; \/@

Bahwa pernyataar@??ndlng Pembanding tersebut telah dlberltahu@??
kepada pihak lawan sQ%ara elektronik melalui Sistem Informasi Peng&%an,
Bahwa Pegffbanding mengajukan memori banding tanggal 16 Mei
2023 yang me@%mukakan dalam memori bandingnya pada oknya tidak
sependa&@tsdengan pertimbangan hukum dan putusaﬁy}’engadllan Tata
UsahaCdingkat pertama, sebagaimana Iengkapnya &Iam memori banding
ds\@ﬁohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negar karta memutus sebagai
%rlkut \)G)V
/\V MENGADH&F
o 1. Menerima dan mengabulkan pe@'éhonan banding dan memori banding C
,&\%O dari Pembandmg/Pengguga@ﬁltuk seluruhnya; /\\é
@ 2. Menyatakan Pengadlla\ryéTata Usaha Negara Jakarta berwenanqyé
Ov mengadili dan mem@e@sa perkara a quo; OVQ
3. Membatalkan El@& Para Terbanding yakni Tergugat dan Tergéigeat Il
Intervensi ,{Qntang Kewenangan Mengadili Pengadﬂg@» (Eksepsi
Kompetqlr_ng.Absolut) \J\_VQ
4, Memgﬁtalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Ne%?\;&.]akarta Nomor
%@7@/2022/PTUN JKT tanggal 08 Mei 2023; ({/@V

S
?\gy‘ DENGAN MENGADILI SENDIRI

q
O@

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN ; 0

<% 1. Mengabulkan permohonan peng&&%an pelaksanaan terhadap Surat
\éo Keputusan Menteri Hukum dagﬁak Asasi Manusia Rl Nomor : HKI.4-

Q K1.06.07.03-795 Tahun @622 tanggal 04 Oktober 2022 tentangé
0\\/?“ Pembatalan Pendaﬂ@ﬁ? Merek terdaftar berdasarkan Putus@%’

({/g Pengadilan yang %{@bhonkan Penggugat; @O

R

(
\éCﬁ
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& &
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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KI.06.07.03-795 Tahun 2022 ta&g@al 04 Oktober 2022 tentang
o Pembatalan Pendaftaran Me@]% terdaftar berdasarkan Putusan
Pengadilan sampai ada p;{t&c%m selama pemeriksaan sengketa tata &\é
@ usaha sedang berjalan\/@%mpai memperoleh kekuatan hukum tetap\/@

N N
(inkracht) atas perkz%rﬁé?ni; ng

<S> S

DALAM EKSEPSI<® <
- Menolak dqagVTidak Menerima Eksepsi dari Tergugat %{(YTergugat ]

Interver&sﬁﬁ]ntuk seluruhnya; 5?\?
- Me@a%ulkan gugatan Penggugat untuk selurt&@ya dan menolak
eé/@xaban dan Duplik dari Tergugat dan Teg@gt Il Intervensi untuk
%~ seluruhnya; \e
5 5
/\VO DALAM POKOK PERKARA : /\VO
s 1. Mengabulkan gugatan Penggugatfituk seluruhnya;
QO\ 2. Menyatakan batal atau tidak sgacgurat Keputusan Menteri Hukum dan @C
Hak Asasi Manusia RI N@%or : HKI.4-K1.06.07.03-795 Tahun 2022 %&\
O\\/ tanggal 04 Oktober 6852 tentang Pembatalan Pendaftaran Mer@ky

({/é terdaftar berdasar@%utusan Pengadilan; écy

R 3. Mewajibkan Terg%gat untuk mencabut Surat Keputusan Menterﬂ%ukum
dan Hak Asdsi Manusia RI Nomor : HK1.4-K1.06.07.03-7954fhun 2022
tanggal&b% Oktober 2022 tentang Pembatalan P%@bzftaran Merek
terg@ﬁar berdasarkan Putusan Pengadilan; ?gy

4$§J€nghukum Tergugat untuk membayar biayageﬂara;

\'q \y
%?‘?Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Ting%(&“ata Usaha Negara Jakarta
&VQ yang memeriksa dan mengadili perk@gg ini berpendapat lain, mohon

<¥ kiranya memberikan putusan yang (sg\éa%il-adilnya (et aequo et bono) ’

Bahwa memori banding«\‘?ce?mbanding telah disampaikan secara &\é
@ elektronik melalui Sistem Info\@sﬁsi Pengadilan kepada pihak lawan; \\/@

Ov Bahwa Terbandin%}l@mengajukan kontra memori banding tang@§ 8
Q,é Juni 2023, pada poko51’a§a membantah dalil-dalil dalam memori bandigg dan

s s
& &
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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N4 o N4 .
mq}n%n Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negarzfzylﬁkarta memutus sebagai
\)oﬁérikut: 0@?‘
As MENGADALT:
<X

OO\ - Menolak Permohonan Bandirgy\yang diajukan oleh Pemohon Banding C

O

tersebut, atau setidaknya&?#enyatakan permohonan Banding yang A
Q\\F‘ diajukan oleh Pemokdh Banding Tidak Dapat Diterima (n&)e{(?

o ontvankelijke verkI@@%); %@V
Q - Menguatkan Puna%’an Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jaﬁ(/arta

No. 390/G/2022/PTUN.JKT, Tanggal 08 Mei 2023 ters%bﬁt, dengan
segalasgge%at hukumnya; 5?\13“
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayaéyblaya perkara ini;
Ath?.vApabila Majelis Hakim (pengadilan) yang g@%riksa dan mengadili
\zjaerkara a quo berpendapat lain, mohon Qgtusan yang seadil-adilnya
ng menurut hukum dan keadilan (ex aequo et\30ono);

s Bahwa kontra memori banding Te(Bé\?ding | telah disampaikan secara
elektronik melalui Sistem Informasi gadilan kepada pihak lawan; @C

Bahwa Terbanding I me@%\Jukan kontra memori banding tanggal 6 %/\\
0\\/ Juni 2023, pada pokoknya r@?&bantah dalil-dalil dalam memori banding d@\\/v

X
s(g§aga|

({/é mohon Pengadilan Ti(rl/géﬁ’vTata Usaha Negara Jakarta memutus
Q

R berikut : 3

Q{\v MENGADILI: <¥

?\ Q
- Menolabl@‘ipermohonan banding dari Pembanding/sem%ﬁenggugat;
- MeV uatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha vglggara Jakarta No.
§90/G/2022/PTUN.JKT; é&’
?\gy Menghukum Pembanding/semula Pengggg%t untuk membayar biaya
N perkara menurut hukum; N
<X . . . v .
s Atau : Apabila Majelis Hakim berpgﬁr/aapat lain, mohon putusan yang
N N\
© bijaksana dan seadil-adilnya m@arut hukum dan keadilan (ex aequo et 0(

A bono). é«\ é«\
Q\\/ Bahwa Pembanding @VYTerbanding I, serta Terbanding Il telah dibe{'s\\y

éov kesempatan memeriksaéb%rkas sengketa banding (inzage) secara @@&ra
< <

R elektronik melalui Sis@(fﬁ Informasi Pengadilan; <

v s
& &
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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&
N PERTIMBANGAN HUKUI\Q\é
X

Oc)?‘ Menimbang, bahwa Pembanding \g%%a pokoknya berkeberatan
«?’,\V terhadap putusan Pengadilan Tata Usag\a@\?egara tersebut;

N . N . . .
OO Menimbang, bahwa sebelum @émpertlmbangkan lebih lanjut tentang O(
pokok perkara, dipertimbangk@\\terlebih dahulu tentang tenggang waktu Q

D
pengajuan banding; O\\y o\&

(5\ Menimbang, bal@@vputusan diucapkan dalam persidangan t@?ﬁvuka
untuk umum secara ‘elektronik melalui Sistem Informasi Pengadﬁ)an pada
tanggal 8 Mei @'.’0?3 dan salinan putusan telah disampaika@ﬁ?épada para
pihak melalu)i;‘é’?étem Informasi Pengadilan; 5?\!\_?‘
N@%mbang, bahwa dengan telah disampai@ salinan putusan
kep para pihak melalui Sistem Informasi Penga@f&%, maka secara hukum
ggﬁgucapan putusan dianggap telah dihadiri pq?@%ihak dan dilakukan dalam
\)gsidang terbuka untuk umum; 3?
<¥ . A .
s Menimbang, bahwa Pembandinrg~mengajukan permohonan banding
sebagaimana tercatat dalam e&?\a Permohonan Banding Nomor @C
%& 390/G/2022/PTUNJKT, tangga@‘i\l Mei 2023 dan setelah dihitung dari %/\\
0\\y putusan tersebut diucapk@\\%ada tanggal 8 Mei 2023 sampai deng@b/v
S pengajuan banding pad%@?nggal 11 Mei 2023, maka permohonan bar@h%
® masih dalam tenggan§ waktu 14 (empat belas) hari kalender sebag&imana
ketentuan Pasabi\??, ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun %936 tentang
Peradilan T%@YUsaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 P%@Eran Mahkamah
Agung RgY)’uink Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terxgghg Perubahan Atas
Per@%n Mahkamah Agung Republik Indonesi%éaomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara Dan Persidangafi Di Pengadilan Secara
Qazlektronik, I. Ketentuan Umum Angka Zmofgéputusan Ketua Mahkamah
&vﬁv Agung Republik Indonesia Nomor SBQWA/SK/XIIIZOZZ tentang Petunjuk
o Teknis Administrasi Dan Persidanga@@\erkara Perdata, Perdata Agama, Dan 0(
Tata Usaha Negara Di Peng@an Secara Elektronik, oleh karenanya é«\
0\\/ permohonan banding secar%\fgfmal diterima; 0\\y
Menimbang, bah vPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jgkgrta

sebagai Pengadilan T‘ih%jkat Banding, setelah mempelajari dengan s&%ama

v v
& &
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Ogaengadilan Tingkat Pertama Nomor 390/G/2%29?7PTUN.JKT khususnya dalil,

<Y bukti surat-surat, saksi-saksi, memori tg}ﬁding, dan kontra memori banding

o serta dihubungkan dengan ketentu%&perundang—undangan dan ketentuan C
A hukum lainnya yang terkait der)@écn? perkaranya, menyatakan sependapat &\ée
@ dengan pertimbangan putug/@# pengadilan tingkat pertama, yang padg/@
pokoknya menyatakan bgls@va objek sengketa merupakan Keputusarbvﬁta

Q,V\ Usaha Negara yangQéﬁecualikan sebagaimana dimaksud dalaquﬁsal 2

huruf e Undang-L,J&nedang Peradilan Tata Usaha Negara; s

Menimb\.%, bahwa diterbitkannya objek sengketa @Y%uo merupakan
tindak Ia&j}@%ari Putusan Mahkamah Agung Republ}lzgvlﬁaonesia Nomor :
999Ké<l/€9?f.8us-HKI/2022 jo. Putusan Pengadilan gaﬁa pada Pengadilan
N\'}g;g% Surabaya Nomor : 8/Pdt.Sus/HKI/Mereg$§21/PN. Niaga.Shy (Vide

\)O,gukti T-1 = TIlLIntv-6), yang pada pokokggﬁ membatalkan merek-merek
&év milik Penggugat karena dimohonkzg\%[engan itikat tidak baik, dengan
o merek terkenal Profil Tank milik Tegugat Il Intervensi, sehingga jelas objek C
,&\%O sengketa a quo bukan merupaJ@?lOKeputusan Tata Usaha Negara yang /\\é
termasuk  dalam pengertig/r\SKeputusan Tata Usaha Negara menurl\kty
OV Undang-Undang Peradil%r\gata Usaha Negara, oleh karena objek sen%é?a
a quo termasuk putusan Tata Usaha Negara yang dik likan
sebagaimana yapg- dimaksud dalam ketentuan pada Pas@»Z huruf e
Undang—Und@QPeradilan Tata Usaha Negara, dimana Qggl? sengketa a
quo dite&t}?l;an oleh Tergugat atas dasar hasil ﬁﬁ?ériksaan Badan
Pera%/i@??in casu Pengadilan Niaga, maka Per @%n Tata Usaha Negara
tid erwenang memeriksa, memutus dan men ‘T%saikan objek sengketa,
0oﬁéhingga dengan demikian eksepsi Tergu%a_ﬁ“ dan Tergugat Il Intervensi
év tentang Kompetensi Absolut dan Peng\a&u‘?an Tata Usaha Negara Jakarta
o tidak berwenang untuk memeriksa @an mengadili perkara a quo adalah ¢
&\éo beralasan menurut hukum, dan&@%yatakan diterima begitupun terhadap &\QO
@ pokok perkara tidak relevan lJ\\I’/\&ﬁ( dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan\\/@
Ov Penggugat beralasan me&qﬂjt hukum untuk dinyatakan tidak diterima m&@
& & &
Q Q <

v v
& &

& , 'y
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Ooﬁarenanya haruslah dinyatakan ditolak; 0@?‘

?’,\V Menimbang, bahwa pertimbangargﬁkum putusan pengadilan tingkat
O\« pertama tersebut diatas sudah tep%\/%ian benar dan tidak terdapat hal-hal C
\éo yang dapat membatalkan putus@v\OPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta &\ée

A
@ Nomor 390/G/2022/PTUN.JK\I/@nggal 8 Mei 2023 tersebut, oleh karena itg\yé
pertimbangan hukum terg@%ut diatas diambil alih menjadi pertimban@@
hukum dalam memut engketa ini pada tingkat banding, dengan ds(ep' ian
untuk singkatnyg\?putusan ini secara mutatis mutandis di%‘ggap satu

kesatuan yan\g?gl’dak terpisahkan dan diambil alih menjacil_vgértimbangan
Ng
o v
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbapgian diatas, dengan

deeﬁklan putusan Pengadilan Tata Usaha ?ﬁ’egara Jakarta Nomor
0/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 8 Mei 202\%6?yang dimohonkan banding

<Y haruslah dikuatkan, dengan amar putus@n sebagaimana termuat dibawah
O\ <¥
O ini; O ¢
\éo Menimbang, bahwa oleh k a putusan pengadilan tingkat pertama &\%Q
?? dikuatkan, maka menurut Passﬁlo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 @
N N4
& tentang Peradilan Tata %@ha Negara, Pembanding sebagai pihak@y@mg

> kalah dalam perkaran Sdihukum membayar biaya perkara secara tanggung
< W&

dalam sengjbgta ini;

renteng sejumlah Q@ng tercantum dalam amar putusan; A
Memps_&&tikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 198i&bagaimana
terakhir dyb?ih dengan Undang-Undang Nomor 51 Ta@ﬁ?i 2009 tentang
Perub@% Kedua Atas Undang-Undang Nomor SO‘thun 1986 tentang
Pe&aﬁan Tata Usaha Negara, Undang—Undan%ﬁ%mor 30 Tahun 2014
9t;e\ﬁ\wtang Administrasi Pemerintahan serta p%ﬁf‘ﬁran perundang-undangan
<% dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; v~

A
o MEI\<|9®¢\DILI ¢

S
A 1. Menerima permohonan ba@é\l}lg dari Pembanding; A
R v $

?\
Q . enguat an utusa engadilan ata Usaha egara Ja arta r
N 2. M kan P Q§B>\’ dilan Tata Usaha N Jak N@\B’

((/é 390/G/2022/PTU@72T, tanggal 8 Mei 2023 yang dimohonkan bg.gﬁ'ng;
Q Q

v v
& &
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0&}‘ tingkat pengadilan yang untuk tingkabc‘&mding ditetapkan sejumlah
<% Rp.250.000,00 (dua ratus lima puligq%u Rupiah);
Demikianlah diputuskan \g’aq'gm rapat permusyawaratan Majelis \ée
Hakim Pengadilan Tinggi Tatagﬁsaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, V%&
Q\ tanggal 6 September 2023,?9%; Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., sebagﬁ’
({/g Hakim Ketua Majelis %/@@g ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Ting(/g}ol'ata
Usaha Negara Jakaffa bersama-sama dengan T. Sjahnur Ansjzﬁi, S.H,,
M.H., dan Bu%{ﬁ?ﬁasrul, S.H., Hakim-Hakim Anggota, ser@%}ucapkan
dalam pers@éﬁgan yang terbuka untuk umum secara gbﬁktronik melalui
Sistem {g%rmasi Pengadilan pada hari dan tangga@ juga oleh Majelis
Hal@/otersebut, dibantu oleh Nur Dwiyanto, ‘g(f-l sebagai Panitera
gganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nega@yékarta, tanpa dihadiri oleh
Q%Pembanding dan Terbanding | dan Terbanﬁ%n@gll.

<¥ <Y
o) Hakim-Hakim Anggota, ) Hakim Ketua Majelis, C

& & &

S

O\\/ T.T.D. 0\\/

o
S S

< T. SjahnurAnsjari,g. . M.H. Achmad Hari Arwoko, S?Ij%/IH

N T.T.D.

?\
({/O

&
B@ Hasrul, S.H. \2\??\
Ve %~ Panitera Pengganti
3? 3’

<Y <¥ T.T.D.

@ vé Nur Dwiyanto, S.H. U
Q
O?‘
D
&

v s
< &

A . ey
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&
P@cian Biaya Perkara :
DOREAAKS ...  Rpy210.000,00

S MELEIAI v, : RP. 10.000,00

<Y 3. Biaya Proses Banding ...........c.c........ «YRp. 230.000,00

N1 Juml@‘&: Rp. 250.000,00
> < C
&\ge Terbilang : dua ratus lima pulu,t{@@u Rupiah. &\QO

B B B
S S S
<l <l <l
S S P
& & <
s s
& &
& e
D D
* *
& &
S S
?\g?“ \%2\?
vo% vog
X2 X2

> o ¢
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